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BUPATI RE.JANG LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEB0NG 
N0M0R :3 0 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
PRA SEKOLAH DASAR 

DEN GAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh 
kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu 
sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari 
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan 
dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan 
kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar 
pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya 
cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang 
pendidikan dasar; 

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar 
dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia 
dan tahap perkembangannya, maka perlu dilakukan upaya 
peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, 
perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan 
yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, 
terintegrasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan 
Pendidikan Anak Usia Dini sebelum mamasuki jenjang 
pendidikan sekolab dasar; 

c. bahwa untuk memberikan arah, Iandasan dan kepastian 
hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini pra Sekolah 
Dasar di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diatur 
mengenai pelaksanaan Pendidika n Anak Usia Dini pra 
Sekolab Dasar di Kabupaten Rejang Lebong; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pendidikan Anak 
Usia Dini pra Sekolah Dasar. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 

2003 tentang 
Negara Republik 
78, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Sengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan P~merintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 61 78); 

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 
146); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1279); 

11 . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 
Dini (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1668); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pei:nbentukan dan S~sunan Perangkat Daerah Kabupaten 
ReJang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggai·aan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3 . Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaa:n Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Rejang Lebong. 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 
daerah, kecamatan, dan kelutahan. 

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

9. Pend.idikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah. 



11. Tenaga KepencLidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, 
penebtt, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga Jaboratorium teknisi 
sumb~ belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosiaL,' tenaga 
kebersihan dan keamanan. 

12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya cLisingkat TPA adalah salah salah 
satu bentuk sat1.1an Pendidikan Anak Usia Dini jalur Penrlidikao Nonformal 
yang menyelenggarakan program pen.didikan dalam bentuk bermain sambil 
belajar bagi :3-nak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 
(dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan 
sosial anak. 

13. Kelompok Bermain ySJ1g selanjutnya disiogkat KB adalah saJah satu bentuk 
satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non.formal yang 
menyelenggarakan program.pendidilran dalam bentuk bermain sambil belajar 
bagi anak usia O (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai 
empat tahun yang memperbatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan 
sosial anak. 

14. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu 
bentuk satuan PendicLikan Anak Usia Dini padajalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidilran bagi anal, berusia 4 (empat} tabw1 
sampai dengan 6 (enam) tahUIL 

15. PencLidikan Formal adalah jalur pencLidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikSll dasar, pendidil<an menengab, dan pendidikan 
tinggi. 

16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan liogk:ungan. 
18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikao Nonformal yang sejenis 

yang selanjutnya disebut SPS adalah salal1 satu bentuk satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program 
pendidikan dalam bentuk bennain sambil belajar bagi anak usia O (nol) 
sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dal8Jl1 bentuk program 
secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan 
di Jembaga keagamaan yang ada di masyarakat. 

19. Kurik:ulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
materi dan tujuan pelajaran serta cara yang cLigunakan sebagai pedoman 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai luju= pendidikSll pada satuan 
PAUD. 

20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republil< lndonesia. 

21. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Aoak Usia yang selanjutnya 
disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pad a 
seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai 
agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta 
seni. 

22. Gugus PAUD adalah wadab berkump~lnya para pend~cLik dan t~na~a 
kepencLidikao pada level bawah yang bertuJuan untuk merungkatkam kineIJa 
pembina pendidikan, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola 
program PAUD secara profesional yang efektif dan efesien. . 

23. Komite PAUD adalali lembaga maodiri yang beranggotakao orangtua/w~ 
peserta didik, komunitas PAUD, serta tokob masyarakat yang peduli 
pendidil<an. 



BAB 11 
TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan ?AUD pra sekolah 
dasar. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR 

Bagian Kesatu 
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan 

Pasal 3 

Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar mempunyai tujuan sebagai berikut : 
a. untuk membantu meletakkan dasar ke a rah perkembangan pengetahuan, 

sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembanganya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut; dan 

b. untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan 
dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan 
selanjutnya yang lebih utama. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan ?AUD pra sekolah dasar berorientasikan pada : 
a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan; 
b . peningkatan mutu dan relevansi pendidi.kan dengan kebutuhan masyarakat; 

dan 
c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju 

penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar. 

Bagian kedua 
Bentuk Penyelenggaraan 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan ?AUD pra sekolah dasar dilaksanakan melaluijalur: 
a. Pendidikan Formal; 
b. Pendidikan Nonformal; dan 
c. Pendidikan Informal. 

(2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur Pendidikan Formal 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK. 

(3) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur Pendidikan Nonformal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: 
a. KB; 
b. TPA; dan 
c. SPS. 

(4) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar jalur Pendidikan 
dan Pendidikan Nonfonnal sebagaimana dimaksud pada 
(l) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain. 

Formal 
ayat 
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(5) Penyel~nggar~ PAUD pra sekolah dasar melalui Jalur Pendidikan Informal 
sebagaimana d1maksud pada ayat (1) merupakan pendidikan "ang dilakuk.an 
oleh keluarga (orang tua) dan Lingkungan yang berbentuk ke atan bela· 
secara mandm. gi !Jar 

Bagian Ketiga 
Pendirian dan Tanggung Jawab 

Pasal 6 

(1) Satuan PAUD pra sekolah dasar Pendtdikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal dapat didirikan oleh : 
a. Pemerintah Daerah; 
b. pemerintah desa, 
c. orang perseorangan: 
d . kelompok orang; atau 
e . badan hukum. 

(2) Satuan PAVD pra sekolah dasar Pencltdikan Formal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis 
diselenggarakan oleh Dinas. 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungiawab terhadap pen)elenggaraan 
PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Fonnal clan Pend1dikan Nonformal 
berupa: 
a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan. 
b. pembinaan. pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pt-ndidikan: 
c. memberikan penghargaan dan perhndungan bagi tena!,l.a pend1dik clan 

kependidikan; dan 
d. melah1.1kan koordinasi bntas sektor terkan penyelenggarnn P,\UO pm 

sekolah dasar Holistik lnlegratif 
(2) Pendiri dalam penyelcnggaraan PI\UD pra srkolnh dasar Pendidib.an Fomrnl 

dan Pendidikan Nonformal mempun\'ai tanggungta"ab S<'bag,u bt.·nkut : 
a. menyusun rencana PAUD pra sC:'kolah d,,sar P<'ndtdtk,\n F<)m1Rl 1-1:\n 

Pendidikan Nonformal mchpu11 proi:rnm Jlllll!ko. pt•ndt'k dnn pn,gmm 
jangka panjang pada satuan PAUD prn S<'kolnh da$1\r P••nd1d1kan F\,nnnl 
dan Pendidikan Nonformnl \'Ong hf'rSl\ngku111n: 

b. menyediakan kebutuhan sanrna prnsa1l'ln11 belu,iar. 
c. menyediakan Guru rlan Trnagl\ k••pt'ntlid1ktlll M'sum dcng"n s1and11r 

kualifikas, yang diletnpkan olrh Pt'ntt'nntnh, 
d. membiavat kcbutuhan op<"raston.,1 ptndtdtkl\n, tl,\n 
e. mengup.ayakan lrrpenuhin)}\ kcbutuh,\n holishk unnk d,•ui:1m b.,ik 

(3) Setiap satuan PAU D pr:1 S<'kolnh c!n.snr 1'1•mhdik1111 F,,rnul <11111 1'1•mhd1k1t11 
Nonformat. mcmpun)l\t l1111AAUllg jmu1h 
a. mcngirnplcmcntasik111t Ku11b.ulum l'•\Ull d.1h1m 1,mi-k,1 p,·ni-1•mh.1111-1u1 

nilai nilni ng11mn, bnhl\!lll, kot,\t11ltf, nwtnnl- l,,1:<;11 ,hm nlllhlnk h11l11", 

sosiat. emosion11l, 11<·111. don 11.l'lt·mmpl1,1n h1dup: 
b. mrmlwnknn lnvnnun sr\"ar.t lwh:111h '1,111 l<-ri11t<'1-rttt1l , 
c mrmnnfa11tkn11 sum\w1 tlmn prnd11hk,111 ,,1111- 11•1:.t'tit,1, d,111 
d , nwne,rvalt111::01 pro:;,•:, pt·t1d11hl-t1n d11n 11w111h11111 lup,,mn IIC'tlllll\ t,p1i,.nl11 
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D/\B fV 
STAND/\R P~NYELENGOARAAN PAUD PRA SE;J<OLAll DAS/\R 

Bagi a,, Kesa tu 
Sasaran Penyelenggaraan PAUD 

Pasal8 

Sasaran pcnyelenggaraan PAUD P/\UD pra sekolab dasar Pendidikan F'ormal 
dan Pendidikan Nonformal sebagai berikut.: 
a. TP/\ untuk anak usia 0-6 tahun, 
b. SPS untuk anal< us1a O 6 t.ahun, 
c. KB untuk anak usia 0-6 tal1un; clan 
d. Tl< untuk anak usia 4-6 Lahun. 

Bagian Ked ua 
Standar Pcnyelenggaraan 

Pasal 9 

Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonformal harus memenuhi kelenluan sebagaJ berlkut : 
a memiliki izin pendirian dari instansi yang membidang1; 
b. memiliki pengelola yang bcrlanggungjawab dalam operasional pendidikan; 
c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi 

program jangka pendek I (satu) Lahun, program jangka menengah 3 (tiga) 
tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya; 

d. memiliki kuriku lum yang standar pada tingkaL satuan pendidikan yang 
bersumber pada standar tingkal pencapaian perkembangan anak; 

e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memcnuhi kriteria 
kesehatan bagi anak dengan status bangurtan gedung dan tanah yang jelas 
serta tidak dalam scngketa, 

f. memiliki Guru yang sesua1 dengan standar kualifikasi yang d1tetapkan oleh 
pemerintah dan menjunjung linggi nilai nilai moral agama; 

g. memiliki peserla didik; 
h. memilik1 struklur oganisasi; 
i. memlllld alal permainan edukalif (/\Pl!) di dalam dan di luar ruangan; 
J· memilikl kemampuan pembiayaan; dan 
k. khusus unluk TPA dan KB harus lersedia lenaga kesehalan yang Lelah 

memiliki izin pralwk atau memillk, kcrja sama tertulis dengan unit 
pelayanan kesehatan (puakesmas, pustu, polindes a.tau poskcsdes) terdekaL. 

Bagian Ketiga 
Pescrta Didik PAUD Pra Sekolah Dasar 

Penclidlkan Formal dan Pen<lidikan Nonformal 

Pasal 10 

( l) Peserta didik P/\U I) pra sc:kofF,th dAsar Pendidikan J1'ormal dan Pendiclikan 
Nonformal sesuai STPP/\ adalah · 
a. tahap usia lahir 0-2 uihun, lerchri alas: 

I . kelompok usia lahir 0 -3 hu lan; 
2. kclompok usia 3-6 bu Ian; 
3. k<:lompok usia 6 9 bu Ian; 
4. kelompok usiA 9 12 bulan, 
5. kelompok usia 12 I 8 bulr~n; <Ian 
fi kelompok uR1A 18 24 bulan; 
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b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas : 
1. kelompok usia 2-3 tahun; dan 
2. kelompok usia 3-4 tahun; dan 

c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas : 
1. kelompok usia 4-5 tahun; dan 
2. kelompok usia 5-6 tahun. 

(2) Jumlah peserta didik PAVO pra sekolah dasar Pendidikan Formal dalam satu 
rombongan belajar TK, paling sedikit 15 (Jima belas) anak. 

(3) Jumlah peserta didik PAVD pra sekolah dasar Pendidikan Nonfonnal dalam 
satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS, paling sedikit l 0 (sepuluh) anak. 

(4) Penerimaan peserta didik PAVO pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAVO pra sekolah dasar 
Pendidikan Nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses 
penerimaannya tanpa tes atau seleksi. 

Bagian Keempat 
Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar 

Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfonnal 

Pasal 11 

(1) Jenis layanan PAVO pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonfonnal terdiri atas : 
a. usia lahir 0-2 tahun dapat melalui SPS atau TPA; 
b . usia 2-4 tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan 
c. usia 4-6 tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA. 

(2) Waktu kegiatan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonfon:nal sesuai usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan frekuensi 
pertemuan sebagai berikut: 
a . usia lahir 0-2 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 120 (seratus dua 

puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan 
paling sedikit satu kali per minggu; 

b. usia 2-4 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 150 (seratus lima 
puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit tiga kali per minggu; 
dan 

c. usia 4-6 tahun, satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan 
puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per 
minggu. 

(3) Rasio Guru dan anak didik PAVO pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan 
Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut: 
a . usia lahir 0- 2 tahun, rasio Guru dan anak 1:4; 
b. usia 2-4 tahun, rasio Guru dan anak l: 10; dan 
c. usia 4-6 Tahun, rasio Guru dan anak 1:15. 

Pasal 12 

{l) PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang Iayak'. 
aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuru 
dengan standar yang berlaku. 

(2) Penyelenggaraan PAVO pra sekolah dasar Pendidikan Nonformal, dapat juga 
dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan 
masjid dan fasilitas umum Jainnya yang layak. 
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BABV 
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Pendidik PAUD Pra Sekolah Dasar 

Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal 

Pasal 13 

Guru PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal bertugas me ak 
m lak ak b I 

. rencan an, 
e san an P!os~s pem e aJaran, dan menilai hasil pembelajaran serta 

melakukan pembLmbmgan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. 

Bagian Kedua 
Tenaga Kepenclidikan PAUD Pra Sekolah Dasar 
Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfonnal 

Pasal 14 

(1) Tenaga Kependidikan PAUD pra sekolah dasar Penclidikan Formal 
dan Pendidikan Nonfonnal terdiri dari : 
a . Kepala; 
b. Pengawas TK; 
c . Penilik PAUD; 
d. Psikolog; 
e. Tenaga kesehatan; 
f. Tenaga pustaka; 
g. Tenaga administrasi; 
b. Tenaga kebersiban; dan 
i. Tenaga keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD. 

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat oleh 
penyelenggara PAUD. 

Bagian Ketiga 
Hak, Togas, dan Tanggung Jawab Guru dan 

Tenaga Kepenclidikan 

Pasal 15 

(1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD pra sekolal1 dasar Pendidikan 
Formal dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut : 
a . mendapatkan pengakuan sebagai Guru dan Tenaga Kepenclidikan PAUD 

pra sekolah dasar Penclidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dengan 
climasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODll(); 

b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi 
pen didikan; dan 

c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
(2) Togas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kepenclidikan pada PALJD pra 

seko1ah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan 

Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
b. Pengawas Tl{ melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada 

satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Fonnal; 
c. Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan -pada 

satuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Nonfonnal; 
d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, dan perawataD anak, serta 

bantuan psikologis; 

"' 
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e . memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan); 
f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang 

tua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonformal yang bermutu; dan 

g. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan bertugas untuk 
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undang. 

BAB VI 
KURJKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Bagian Kesatu 
Kurikulum 

Pasal 16 

(1) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal berpedornan pada standar tingkat pencapaian perkembangan 
anak yang ditetapkan secara nasional. 

(2) Kurikulum PAUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 
oleh lembaga penyelenggara PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonfonnal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan. 

(3) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonfonnal dapat ditambah rnuatan lokal dengan memperhatikan potensi 
Jingkungan dan sesuai karakteristik \vilayah. 

Bagian Kedua 
Strategi Pembelajaran 

Pasal 17 

(1) Strategi pembelajaran PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang 
berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik. 

(2) Pembelajaran PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal dilaksanakan dengan rnenggunakan prinsip belajar rnelalui 
bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta 
didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di 
dalam ruangan. 

(3) Model pembelajaran PAUD pra sekolah · dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonformal dengan menggunakan model pembelajaran area, 
sentra, atau model pembelajaran Jainnya dengan pendekatan saintifik. 

BAB VII 
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN 

Pasal 18 

( J) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian 
perkembangan anak. 

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku Laporan Tingkat 
Pencapaian Perkembangan Anak. 

(3) Laporan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Jembaga penyelenggara secara berkala setiap 
akhir semester kepada orang tua/wali murid. 
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(4) Terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Pendidikao F'oanal dan 
Penctictikan Nonfonnal clilakukan evaluasi oleh Dinas melalui pengawas dao 
Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala. 

Pasal l9 

(1) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal wajib membual rencana program kerja sebelum awal tahun 
pelajaran. 

(2) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 
kegiatan penyelenggaraannya secara berkala setiap akhir semester kepada 
instansi terkait. 

BAB Vlll 
PEMBENTUKAN GUGUS PAUD 

Pasal 20 

(1) Pembentukan gugus PAUD d1fasilitasi oleh Pengawas TK dan/atau Penilik 
PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari 
Koordinator WUayah Kecamatan Bidang Pendictikan Kecamatao. 

(2) Jarak lembaga PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga 
memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi. 

(3) Sattt Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD pra 
sekolah dasar Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, bail< yang 
menyelenggarakan progra111 TK, KB, TPA rnaupun SPS dan berada dalam 
\vi.l.ayah kecamatan yang sama. 

(4) Setiap gugus memililci satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas. 
(5) PAUD Cnti dipilih berdasarkan kesepakalan dengan memperhati.kan 

persyaratao berikut : 
a. leta.knya mudah dijangkau oleh Ouru/Kepala PAUD lrnbas; 
b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat 

berbagai kegiat.an; 
c. kualifikasi Guru clan Tenaga kepeodidikan yang memenuhi keteotuan 

yang ditetapkao dalam Standar PAUD pra sekolah dasar Pendidikan 
Formal dan Pendidikan Nonformal; 

d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap 
perkembangan keilmuan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan 
Pencliclikan NonformaJ; 

e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan 
f. memiliki manaJemen PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal dan 

Pendidikan Nonformal yang baik. 
(6) Penentuan PAlJD pra sekolah dasar Pendidikao Formal dan Peodidikan 

Nonformal roenjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dioas, dan dapal dlpilih 
kembali. 

(7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusao, membuar visi, misi, dan 
program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus 
PAUD Kecamatan. 



BABlX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 21 

(1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses 
penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan 
Formal dan Pendidikan Nonformal melalui pemberdayaan potensi, 
pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga. 

(2) Peran serta m.asyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Kom.ite PAUD. 

BABX 
BUNDAPAUD 

Pasal 22 

(1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio istri Bupati dan/atau istri Wakil 
Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD 
Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan 
penggerakan pelaksanaan PAUD di ting){at kabupaten. 

(2) Bunda PAUD Kecamatan adalah istri Camat yang berperan sebagai tokoh 
sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan 
sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di 
tingkat kecamatan. 

(3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah istri Kepala Desa atau 1.,urah yang 
berperan sebagai tokoh sentraJ dalam Oerakan Nasional PAUD Desa atau 
Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan 
penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat desa/kelurahan. 

BAB XI 
PENG AW ASAN DAN PEMBJNAAN 

Pasal 23 

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik 
PAUD. 

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan 
pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas. 

Pasal 24 

(1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD pra sekolah dasar Pendidikan Formal 
dan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Dinas dan/atau OPD terkait. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), meliputi bidang: 
a . peningkatan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan; 
b. pengembangan kurikulum;. 
c. pengelola proses belajar mengajar; dan 
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 5 ovem~r 2020 

SEKRET 
KABUPATEN 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 3 l.)ovr:mbfr 2020 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR bOJ 
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